BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lazim dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama
lainnya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup. Dalam kehidupan manusia,
kebutuhan yang diperlukan bukan hanya kebutuhan rohani saja, manusia juga
membutuhkan jasmani seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dsb. Karena
itu merupakan fitrah untuk saling membantu dan bekerja sama dan saling tolong-
menolong antara yang satu dengan yang lain, dimana tolong-menolong yang baik
bersifat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak mengingkari salah satu pihak.
Jadi, jelaslah bahwa agama Islam itu bukan saja mengatur hubungan antara
manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan
manusia.

Diantara sckian banyak bentuk tolong-menolong adalah sistem kerjasama
hubungan industrial yang didalamnya juga termasuk sistem pengupahan, hal ini
dimaksudkan sebagai usaha kerjasama saling menguntungkan dalam rangka upaya
meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pengusaha maupun pekerja, dalam hal
pengupahan Islam memberikan ketentuan dasar mengenai akad atau perjanjian
kerja, bahwa perjanjian kerja itu akan menimbulkan hubungan kerja sama antara

pekerja dengan pengusaha yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak,



hak dari pihak yang pertama merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya
adapun kewajiban yang utama bagi pengusaha adalah membayar upah atau gaji.'
Perjanjian kerja itu harus ada kesepakatan kedua belah pihak, baik dalam
bentuk sederhana secara lisan atau secara formal yaitu dalam bentuk tertulis. Hal
ini dimaksudkan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan
mengenai penetapan upah bagi para tenaga kerja harus mencerminkan keadilan dan
pertimbangan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan islam tentang hak
tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana didalam Al-
Qur’an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan sifat keadilan itu

sendiri, sebagaimana firman Allah swt dalam surat An-nisa’ ayat 135:%
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“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak
keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa
dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin
menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau

! Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukwumn Perdata Islam), (Yogyakarta: UII
Pres, 2000), 5
2 Depag RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2004), 144



enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala
apa yang kamu kerjakan”

Islam mendorong umatnya untuk bekerja bahkan menjadi wajib hukumnya
bagi orang-orang yang mampu. Lebih dari itn Allah akan memberi balasan yang
setimpal sesuai dengan amal/kerja.

Agar upah yang diberikan oleh majikan kepada pekerja bisa lebih adil dan
manusiawi maka penentuan upah hendaklah diberikan secara adil sesuai dengan

peraturan yang ada, penentuan upah hendaklah tidak dimonopoli oleh pihak
majikan tapi suara pekerja hendaknya diperhatikan, sehingga diantara keduanya
terjadi kesepakatan dan saling merelakan (ikhlas). Karena kita mengetahui bahwa
masalah pengupahan merupakan sesuatu yang sangat pelik mengingat dalam islam
sendiri tidak menyebutkan secara jelas bagaimana sistem pengupahan dan beberapa
batas penetapan upah minimum. Islam hanya menyebutkan bahwa orang yang
bekerja hendaknya mendapatkan upah sebagai kompensasi atas jasa yang
dikeluarkan untuk bekerja dan pemberian upah dianjurkan untuk sesegera mungkin,
sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Sebagaimana sabda Rasulullah

SAW:

-
-

Cims of 15 850 5l ULLF':I;’,g;i’piBtutgfﬁ\ Js, J6

LY

or o -

J6 2 o alh 5 1



“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah dari
Abdullah Ibn Umar).?

Pemikiran Ahmad Azhar Basyir tentang upah kerja (Al-ujrah) adalah untuk
menjamin hak para pekerja agar terhindar dari penindasan para pemilik kerja,
dengan campur tangan Negara dalam mengeluarkan peraturan Perundang-imdangan
tentang tenaga kerja yang memenuhi syarat-syarat keadilan, yang tidak cenderung
memihak kepada para pekerja dan merugikan para pemilik kerja.*

Dijelaskan pula dalam Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan bahwasannya dalam pelaksanaan kerja dan pelaksanaan pemberian
upah pengusaha dilarang sewenang-wenang dalam menetukan upah pekeria hal ini
sebagaimana yang tercantum dalam beberapa pasal yaitu:

Bagian Kedua

Pengupahan.

Pasal 88

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah

menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

3 Muhammad Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz 2, (Beirut: Dar Al-fikri, tt), 84-85.
* Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politk Dan
Ekonomi, (Bandung: Mizan, 1996), 195



Sedangkan di dalam pasal 88 ayat (3) discbutkan rincian kategori kebijakan

pemerintah terhadap pengupahan bagi pekerja, sesuai bunyi pasal berikut:

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) meliputi :

a.

b.

j-
k

Upah minimum;

Upah kerja lembur;

Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar
pekerjaannya;

Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
Bentuk dan cara pembayaran upah;

Denda dan potongan upah;

Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
Upah untuk pembayaran pesangon; dan

Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Berdasarkan pasal (1) dan (2) bahwa setiap pekerja atau buruh berhak

memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak. Maksud dari

penghidupan yang layak, dimana jumlah pendapatan pekerja atau buruh dari hasil

pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya, secara

wajar yang meliputi makan dan minum, sandang, perumahan, pendidikan dan lain



sebagainya. Upah sebagai hak pekerja yang diberikan untuk penghidupan yang
layak sebagai acuan serta peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan dalam
memenuhi penghidupan yang layak tersebut.

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mem-
perhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 89

(1) Upah minimum secbagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a
, ,

dapat terdiri atas:

a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau
kabupaten/kota.

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada
pencapaian kebutuhan hidup layak.

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan olch
Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan
Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.



Pasal 90

(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.

(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur
dengan Keputusan Menteri.

Pasal 88 ayat (4) hingga pasal 90 menjelaskan tentang kebijakan
pemerintah menetapkan upah minimum. Hal tersebut ditetapkan agar tujuan
memenuhi penghidupan yang layak bisa terwujud.

Pasal 91

(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak
boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih
rendah atau bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan,
kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar

upah pekerja/buruh menurut peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.



Pasal 92

(1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan

golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

(2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan

memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

(3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.’

Dari beberapa peraturan (ketentuan hak dan kewajiban) tersebut diatas bisa
kita lihat poin yang paling urgen adalah masalah upah, jadi antar buruh dan
pengusaha ada hak dan kewajiban dalam hal ini yang harus disclesaikan tanpa
adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan, dan ini merupakan sesuatu yang
vital karena sering terjadi dalam masalah hal ini. Politik perburuhan saat ini dapat
kita baca dari dua aspek yakni produk hukum berupa Undang-undang berikut
peraturan penjelasannya atau kebijakan pemerintah dan aspek perilaku dan
implementasinya, produk hukum yang ada adalah implementasi dari proyek
pembagunan orde baru tidaklah mengherankan jika kebijakan yang bersifat
economic oriented, lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi dari pada
kesejahteraan buruh dan lebih berpihak pada pegusaha.

Sementara dalam prakteknya di Home Industri Sandal Di Desa Wedoro yang

dilakukan oleh para pengusaha kepada pekerja dalam memberikan upah banyak

5 Departemen Tenaga Kerja Rl, Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
(Bandung: Fokus Media, 2006.), 16-19



yang belﬁm mengharapkan apa yang diterangkan dalam peraturan daerah jawa
timur tentang penetepan upah minimum kota yang merujuk pada Undang-undang
ketenagakerjaan bahwa upah yang diterapkan oleh pengusaha yang ada di desa
Wedoro adalah kurang lebih dari Rp 200.000,- hingga 300.000,- per minggu.
Bahkan ada di | tempat penulis jumpai gaji Rp 100.000,- per minggu. Hal ini perlu
dikaji ulang demi tegaknya nilai-nilai hukum positif dan islam yaitu Al-qur’an dan
hadits, bahwa upah yang diberikan kepada para pekerja sandal ada perbedaan dalam
penerapan upah yang sangatlah jauh dari upah minimum yang sudah ditetapkan,
Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk mencoba mengkaji
lebih jauh mengenai penetapan ketentuan upah di Home Industri Sandal ditinjau

dari hukum islam dan Undang-undang ketenagakerjaan.

B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan
sebagai berikut:
1.  Bagaimana upah pekerja sandal di Home Industri di Desa Wedoro?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang ketenagakerjaan

tentang pengupahan tersebut?
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C. Kajian‘Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran
hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan
oleh peneliti sebelumnya, schingga tidak terjadi pengulangan.

Pada dasamya permasalahan tentang upah mengupah sudah pernah dibahas
oleh Walid El Emar Sabiladdin dengan judul “Kebjjakan Pemerintah Yang Terkait
Dengan Upah Minimum Karyawan Di PT Tamanaco Desa Taman Kecamatan
Taman Kabupaten Sidoajo (Studi Analisis Hukum Islam) ” yang inti
pembahasannya yaitu tentang peran pemerintah dalam mengatasi upah minimum
dan bagaimana penerapan pembayaran upah di PT Tamanaco sesuai apa tidak
dengan Undang-undang serta bagaimana tinjauan hukum islamnya.

Skripsi selanjutnya yang berjudul “Tinjavan Hukum Islam Terhadap
Pelaksanaan Ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) Di PT Kertarajasa Rayd”
yang ditulis oleh Musafak, yang membahas tentang rendahnya upah buruh dimasa
krisis moneter serta banyak buruh yang menuntut haknya, dan bagaimana PT
Kertarajasa menerapkan pembayaran upah dan bagaimana tinjauan hukum
islamnya.

Selanjutnya adalah skripsi yang pemnah ditulis oleh Zarinah dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadsp Upah Minimum Kota (UMK) Pada Pasal 91
Undang-Undang RI No 13 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pada Industri

Sepatu UD. Bunda Jombang)”. Y ang membahas mengenai permasalahan perjanjian
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kerja yang didasarkan pada upah dengan analisis pasal 91 Undang-undang no 13
tentang ketenagakerjaan.

Namun dalam penelitian kali ini lebih menitik beratkan pada permasalahan
perjanjian kerja yang didasarkan pada upah. Hal ini sebagaimana yang tercantum
pada pasal 91 Undang-undang ketenagakerjaan tahun 2003 yang menyatakan
secara otomatis perjanjian kerja itu bisa putus oleh hukum apabila upah yang
didapat oleh buruh atau tenaga kerja itu dibawah upah minimum. Meskipun antara
majikan dan buruh sudah sepakat dalam perjanjian atau ikatan kerja da buruh rela
dibayar dengan imbalan yang tidak selayaknya (dibawah upah minimum).
Perjanjian tersebut dilarang dalam Undang-undang karena pelanggaran hak buruh.
Dengan penclitian ini diharapkan para majikan lebih menghargai jasa buruh dan
diharapkan pada para majikan memberikan imbalan yang layak yang sesuai dengan

pengorbanan buruh.

D. Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan
dibahas adalah:
1. Untuk mengetahui secara jelas tentang kebijakan upah-mengupah di
Home Indusri sandal di Desa Wedoro.
2. Untuk mengetahui sampai dimana Undang-undang mengatur dan

melindungi hak-hak dan kewajiban buruh.
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3. Untuk mengetahui tentang pandangan hukum islam terhadap

pengupahan dan menurut Undang-undang tentang ketenagakerjaan.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Dari segi teoritis, yaitu hasil penelitian diharapkan berguna bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dalam artian membangun,
memperkuat, menyempurnakan, atau bahkan membantu teori yang
sudah ada.

2. Dari segi praktis, yaitu hasil penelitian diharapkan berguna bagi

penerapan suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat.

F.  Definisi Operasional

Dari judul penelitian di atas, terdapat beberapa penjelasan tentang pengertian
yang bersifat operasional dan konsep atau vamsble penclitian schingga bisa
dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variable tersebut
melalui penelitian, yaitu:

1. Upah : uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa

atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk
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mengerjakan sesuatu.’ Menurut pasal 1 angka 30 Undang-undang no.
13 tentang ketenagakerjaan memberikan pengertian upah adalah hak
pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau
buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,
kesepakatan atau peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjangan
bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau
jasa yang telah atau dilakukan’.

2. Undang-undang : Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan (seperti
larangan) hukuman dan sebagainya yang dibuat oleh pemerintah suatu
negara (disusun oleh kabinet disetujui oleh parlemen dan
ditandatangani oleh kepala negara).®

3. Ketenegakerjaan : segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja
pada waktu sebelum atau selama dan sesudah masa kerja.”

4. Desa Wedoro : Nama suatu desa yang terletak di kecamatan Waru
kabupaten Sidoarjo. Di desa tersebut mayoritas penduduknya adalah

pengusaha dan pekerja sandal.

¢ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000),
1250

’ Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, 3

® Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1127

o Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, 2
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Metode Penelitian
Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research). Yang
dimaksud dengan penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung
dilakukan dilapangan atau pada responden.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten
Sidoarjo
Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Artinya keseluruhan hal
yang di teliti atau dacrah yang dijadikan obyek penelitian. Maka sebelum
mengadakan penelitian, seorang pencliti harus menentukan wilayah
penelitian terlebih dahulu untuk memperoleh data. Dalam hal ini populasi
yang di jadikan obyek penelitian adalah Upah Pekerja Sandal Di Home
Industri Di Desa Wedoro.

Namun dalam penelitin ini diambil sampel yang berjumlah 100 orang
pekerja di Home Industri sandal Desa Wedoro. Sampel merupakan sebagian
atau wakil dari populasi yang di teliti. Dalam menentukan jumlah anggota
sampel digunakan beberapa teknik sampling (teknik pengambilan sampel)

yaitu sampel random.
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Hal ini sesuai deng;n pernyataan suharsimi arik:unto dalam bukunya
“Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik” yaitu apabila subyeknya
kurang dari 100 lebih baik diambil semua dan penelitiannya merupakan
penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyek besar maka diambil
antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung kemampuan waktu dan
tenaga.

Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah sumber dari mana data dapat
diperoleh. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan sumber data
langsung dari pekerja sandal di desa Wedoro.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dihimpun dalam penelitian ini,

disesuaikan dengan metodologi penelitian itu sendiri, yaitu dengan cara:

a.  Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai
penerapan upah agar diperoleh data yang akurat dan valid untuk
penyusunan penelitian.

b. Keusioner/ Angket
Keusioner atau angket adalah pertanyaan-pertanyaan yang untuk diisi
oleh responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berupa pilihan ganda

dan memberi tanda pada jawaban yang akan dipilihnya. Metode ini
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digunakan untuk memperoleh data penting tentang péngupahan pekerja
sandal di Home Industri di Desa Wedoro.
¢. Wawancara (interview), yaitu mengadakan wawancara dengan pihak-
pihak tertentu sehubungan dengan permasalahan yang ada. Metode ini
digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan
angket.
Teknik pengelolaan data
Karena dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, maka
teknik pengelolaan datanya menggunakan statistik. Dalam penelitian ini
menggunakan penyajian dengan tabel-tabel (tabulasi). Tabulasi merupakan
bagian akhir dari pengelolaan data. Tabulasi ialah memasukkan data pada
tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnnya.
Adapun tabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah tabel data, yaitu tabel
yang dipakai untuk mendeskripsikan data sehingga memudahkan peneliti
untuk memahami struktur dari sebuah data. Adapun langkah-langkah yang
perlu dilakukan sebelum mentabulasi data, sebagai berikut:
a. Koding
Yaitu memberi kode pada masing-masing data jawaban yang sama

dengan kode tertentu menurut kategorisasi.
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b. Klasifikasi

Yaitu untuk mengklasifikasi atau menggolongkan jawaban-jawaban

para responden menurut macamnya.
c. Editing

Tahap pemeriksaan kembali terhadap kelengkapan data yang diperoleh.
Teknik analisis Data

Data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara
kuantitatif, yaitu data yang berhubungan dengan angka-angka atau bilangan,
yang diperoleh dari hasil penelitian, maupun diperoleh dengan jalan
mengubah data kualitatif. Kemudian melalui proses prosentase, dengan
rumus yang dipakai untuk menghitung data yang diperoleh, sebagai berikut:

= i{x 100%

Keterangan:
P =Prosentase
F = Frekuensi Jawaban
N = Jumlah Responden
Kemudian menggunakan metode deskriptif perspektif. Yakni
memaparkan deskripsi pemberian upah pekerja sandal di Home Industri Desa
Wedoro. Kemudian ditinjau dari hukum Islam dan UU ketenagakerjaan.
Selanjutnya dilakukan analisa secara induktif. Yaitu mengemukakan

teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat khusus tentang upah selanjutnya
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ditarik kesimpulan yang bersifat umum tentang pemberian upah pekerja

sandal di Home Industri sandal di Desa Wedoro.

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab yaitu:

Babl

Bab Il

Bab IlI

Bab IV

Bab V

: Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
definisi  operasional, metode penelitian, sistematika
pembahasan.

: Merupakan landasan teori yang membahas tentang upah
menurut hukum islam meliputi pengertian, syarat-syarat serta
rukun upah dan upah menurut Undang-undang ketenagakerjaan.

: Merupakan hasil penelitian yang di lakukan mengenai upah
pekerja di Home Industri sandal desa Wedoro serta tentang
gambaran umum lokasi penelitian.

: Data dari hasil penelitian meliputi, Analisis hukum Islam
terhadap pemberian upah dan ketentuan upah dalam Undang-
undang ketenagakerjaan.

: Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.



